ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang cepat, dalam hal ini dapat mengakibatkan
terjadinya perkembangan pelayanan pada bidang pertanahan khususnya mengenai
hak tanggungan. Untuk dapat meningkatkan dan memudahkan pelayanan hak
tanggungan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan menyeimabngkan
kebutuhan pada masyarakat, dikeluakan Peraturan Menteri Agraria serta Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Perihal Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara elektronik. Penelitian ini
menganalisis pelaksanaan hak tanggungan serelah berlakunya Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 di
Kantor Pertanahan Kota Tegal serta upaya Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam
mengatasi kendala yang ada pada saat pendaftaran hak tanggungan elektronik.
Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pada
pembaruan sistem pendafataran hak tanggungan elektronik di Kota Tegal dengan
jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif,
wawancara dengan narasumber di Kantor Pertanahan Kota Tegal, serta analisis
peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah
berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2020, pelaksaan pendaftaran hak tanggungan tidak
menggunakan sistem manual dan diagantikan menggunakan sistem elektronik
sehingga dapat memberikan jaminan keabsahan dokumen yang dimuat dalam
sebuah surat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, terdapat juga 5
kendala pada pendaftaran hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan Kota
Tegal, yaitu: wujud, kehandalan, kecepatan menanggapi, jaminan, kesediaan
memahami, Kantor Pertanahan kota tegal juga disarankan meningkatkan SDM
yang menguasai regulasi yang berlaku, PPAT juga harus mingkatkan kehati-hatian,
dalam pengunggahan dokumen, perlu juga optimalisasi sarana dan server guna
mendukung kelancaran layanan.
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